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PERATURAIT BUPATI ITALMAIIERA BAR*T
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TEIITANG

PTRUBAITAS RT1YCANA KERJA PE,MERItrTAII DAERAII IRI{PD}
I(ABT'PATEfi IIALMAIIERA BARAT

TAIII'N 2V22

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

b.

BUPATI I{ALMAIIERA BARAT,

Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsinstensi
antara perencan;lan, penganggaran, dan pelaksanaan
pembangunaan serta guna memberi pedoman dalam
perlyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan prioritas plavon anggaran sementara serta
Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2422;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat t2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Keda Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2A22 dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2022 dalam Peraturan Bupati.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 165);
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2. undang-undang Nomor 46 Tahun 1gg9 tentang pemLrentukan
Provinsi Maiuku utara, Kabupaten Buru dan l{abupaten Maluku
Tenggara Barat {Lembaran Negara RI Tahun lggg Nomor I ?4,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 38gs) sebagaimana telah
di ubah dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 {Lerntraran
Negara Ri rahun 2000 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 395 1);

3. undang-undar:g Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera Lltara, Kabupaten Halmahera selatan,
Kabupaten Kepulauan suia, Kabupaten Harmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di propinsi Maluku utara (Lembaran
Negara Republik Indanesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a26aj;

4. undang-undalg Nomq:r 2s rahun 2ao4 tentang sisterr,
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lernbaran Negara Rtr Tahug
2oo4 Nomor 104, ?ambahan Lembaran Negara RI Nomor aazl);

5. undzurg-undang Nomor 1z rahun zaar tentang Renczu:a
Pembrangunan Jangka Panjang Nasianal Tahun 200s-202s
{Lembaran Negara RI Tahun 2oor Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor aTAAh

6. undang-undang Nomor 12 Tahun zarL tentang pembentukan
Peraturan Peru ndang- r.lndangan ;

7. undang-undang Nomor 2s r'ahun za14 tentang pemerintahai:r
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2aor tentang pembagian
urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {Lemharan
Negara RI Tahun 2oa7 Nomor 82, Tambahan Leinbaran Negara RI
Nornor a737);

L Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tent,ang Tahapan.
Tata cara Pen_1.usunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunam Daerah (l,embaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 2l,Tambahan l,embaran Negara RI Nomor a1fi);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Zarc tentang perangkat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor L14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
N+mor 5887J;

11. Peraturan Pemerintah Nomor rz rahun 2olg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZAW Nomor 42);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun ZaZa tentang Rencana
Pem'bangi-lnail .iangka Men:engah l{asional {RpJI\{Ni rahun 202c-
2a24 (Lembaran lrfegara Republik Indonesia Tahun 2aza Nom*r
10);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s4 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 200g
tentang Tahapan, Tata eara penyusunar-l, pengendalian dan
trvaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g6 Tahun zol7 tentangTata cara Perencanaan. pengendalian dan Evaluasj
Pembangunal'r Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan peraturan
Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah
dan Rencana Pemhrangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata cara Perubaham Rencana pembangunan Jangka panjang
Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7o rahun ZCIlg tentang
sistem informasi Femerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 111a);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T7 Tahun zaza tentang
Ped+man Teknis Fengelolaan Keuanga,n Daerah {Berita Negara
Repubiik lndonesia Tahun ZOZA Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 1?
Tahun 2a21 Tentang Pedoman penlrusunan Rencana l{erja
Pembanguna-n Daerah Tahun 2A2Z;

18. Peraturan Daer-ah Kabupaten Halmahera Barat Nomor s Tahun
2012 tentang Prosedur Perencanaan pembangunan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

19. Peraturan Daerah Kabrupaten Hairnahera Barat Nomor 6.A
Tahun 2a21 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah {RPJMD} Kab. }ialmahera Barar Tahun za2lzoz6;

20. Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nornor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan
dan susunam Per:angkat Daerah Kabupaten l{aknahera Barat;

2l.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 rahr,in zazl
tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang struktur organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAI{ BUPATI TENTAI{G PERUBAHAN REI{CAISA
KPRJA PEMBAI{GUITAI{ DAERAH I{ABUPATEN HALMAHERA
BARA? TAHUN 2A22

Menetapkan

x



-4-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
b. Pemerintahan Daerah adalah Pe3zelenggaraan Urusan pemerintahan oieh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurnt azas otonomi daerah clan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

c. Pernerintah Daerah adaiah Kepela Daere.h be-serta Perangkat D+erah sebagai
unsur penyelenggara pemerin tah daerah ;

d. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
e. Dersan Perwakilan Rakyat Daerah, y&ng selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perrnakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat sebagai unsltr
pen-r;elenggara pemerintah daerah ;

f' Satuan Kerja Perangkat Daerah, Iang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku
pengguna anggaran/barang -vang juga melaksanakan pengeloiaan keuangan
daerah;

g. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yeng selanjutnya
disingkat dengan BP3D adalah unsur perencana penyeienggu..*ar,
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunarr,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunarr daerah ili
Kabupaten Halmahera Barat:

h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yeng selanjurtnya disingkat
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan i{abupaten Halmahera Barat Tahun
2421. - 2A26 -yang memuat Visi, Misi, dan program Kepala Daerah;

i. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKpD
adalah dokumen pereiicanaan SI{PD untuk periade 2G21 - 2A26 yang memuat
Visi, Misi, dan Program Kerja SKPD;

j. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD aclalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun Z02Z
atau disebut dengan rencana pembanguna.n tahunan daerah.

k. Rencana Kerja SKFD yang seianjutnya oisingkar. Renja SI(PD a<ialah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode i {satu} tahun yakni tahun ZaZ2;

i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya d.isingkat ApBD
adalah rencana keuangan tahunan -yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan clengan Peraturan Daerah;

m. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ]iang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;
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Misi adaiah rumusan umum rnengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi;

o. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;

p. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untrik
mencapai tujuan;

q. Program adalah instrumen kehrijakan -yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oieh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasara-1l
dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
barat Tahun 2A22 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang
merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah
{RPJMD) kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027-2A26 serta dengan
berpedoman pada RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.

RKPD Perubahan tahun 2A22 setragaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar dalam perumusan renja perangkat daerah, sebagai pedoman dalam
penyusunan KUA dan PPAS Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) tahun 2022.

Pasal 3

c. RKPD Perubahan Kabupaten Halmahera Barat 2022 disusun dengan
sistematika sebagai berikut;

BAB I
BAB II

BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD perubahan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2A22
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

PENDAHULUAN
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2A22 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN DUA 2022

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
PENUTUP
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BAB III
KETBNTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peratuan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Barat.

Ditetapkan di : Jailolo

Ass.Bid. Eko & Pemb.

Kabag. Hukum & Orgs

pada tanggal : lzl ak-tclje_r 2A22

BUPATI ;RA BARAT,

JAMES UAIIG

Diundangkan di : Jailolo
padatanggal ' q Oybfu'Z}zZ

SEKRETARIS DAERAH
XABUPATEN HALMAHERA BARAT

*r*ffiLABD.BADTAK

BERITA DAtrRAH KABUPATBN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR :

Salinan sesuai aslinga
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

IY la
730128 20A604 1 009
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